
Oleh r

Prof. Dr. Hj. Wirattri Ahmrdi.. SH.
Dr. Zainal Muttaqin., SH.' MII.

Dr. Hj. Dewi Katria Sugiharti., SH., MH.

XA.II,\\ HUKL]I
I'[]IIHADAP

PIINYI.]LESAI,\N SI.]NGKE'I'A PA.IAK DAI''I{AII PIIOVINSI .IAWA B,A.RA]'

DINAS PENDAPATAN DAI]ILq.H
PROVINSI JAWAB B.\RAT

2011



I 
Sebelum UUD diamandemen, pen9turan rersebut terdapa! dalam pasal 23 ayat (2) UUDI945 bahwa,.Segala

pajak mruk kep€rluan negara berd.sarkan undatrg-undang".

': Makna tersirat dari Pasal 23A UUD 1945 : ..Pajak dtui pungutan lain yang bersifal mematsa untuk keperluan
negara diarur dengan undang-undang", dihubungkan dengan pasal I ayat (2) UUD 1945 : ..Kedaularan

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menuut Undang-Undang Dasar,,.

3 Dewi KaDia Sugihani, Prutpek Pen4aturan f^tentif Dan Disi^rentil pajak Ber*aitan DenEon penerupan
Prinsip Pencenar Menbayq Sebagai Peryujudan Sisten Hukun Nasiohat, drierraii., UNPAD. Juti
2010.

' Oirangkum dari buku Dewi Kania Sugiharti, SeJ'al ah peruditan pajak di tndonerlr, Refika Adithama, 2006
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PENYELf, SAIAIY SENGKETA PAJAK DAERAH

PROVTNSI JAWA BARAT

I. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu pungutan resmi dari p€merintah yang mempunyai

landasar hukum yang kuat. Pasal 23A UUD 1945 amandemen ketiga menentukanr :

"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan

undang-undang". Periltah pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang

mengandung makna bahwa dalam proses pembentukarL/ pembuatan landasan hukum

pemrmgutan pajak harus melibatkan partisipasi publik dan pemungutan pajak harus

mendapat persetujuan dari rakyat karena rakyat sebagai pemilik kedaulatao, rakyatlah

yang menentukan nasib serta kelangsungan hidup bangsa dan negara2. Sesuai dengan

falsafah yang terkandung dalam Pasal 23A UUD 1945, pemungutan pajak daerah harus

ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD , datam befiuk peraturan

daemh sesuai dengan kewenangan masing-masing daemh. Bagi hasil pajak daerah dan

batasan/rentang tarif pajak daerah tersebut diarur dalam fru pajak Daerah secara

langsung.s

Dalarn praktik dapat terjadi persengketaan antara pemerintah sebagai pemungut

pajak dengan para wajib pajak, baik untuk pajak pusat maupun pajak daerah. Masalah

tersebut harus diselesaikan secara adil dan profesional. Secara historisa, pada masa

pemerintahan Hindia Belanda pun telah teidapat p€ngatural penyelesaian sengketa pajak.
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